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Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya
pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan bentuk pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan
oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada pengakhiran hak beserta kewajiban antara pekerja dan
perusahaan. Akan tetapi, pelaksanaan dari PHK sering kali menimbulkan perselisihan, khususnya bagi
pekerjayang tidak mendapatkan kompensasi PHK secara penuh. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis
praktik pemotongan kompensasi PHK akibat dugaan pekerja melakukan penggel apan uang hasil penjualan
produk oleh perusahaan, serta praktik PHK dengan alasan efisiensi, berdasarkan Putusan Pengadilan
Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 136/Pdt.Sus-PHI1/2020/PN.Jkt.Pst.. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan kasus,
kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil analisis dalam skripsi ini
menunjukkan bahwa pemotongan kompensas PHK memerlukan bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran
oleh pekerja, yang dalam kasus ini tidak terbukti. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian
hukum, diperlukan kontribusi perusahaan dalam menyusun peraturan perusahaan dan pemerintah dalam
merumuskan peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi hak-hak kompensasi
pekerja dalam praktik perselisihan PHK.

...... The end of the working relationship between workers and companies can offcur at any time due to
termination of employment (PHK). PHK isaform of termination of working relation caused by a certain
matter and has an impact on the termination of rights and obligations between workers and companies.
However, the implementation of PHK often causes disputes, especially for workers who do not get full PHK
compensation. Thisthesis aimsto analyze the practice of PHK compensation deduction due to allegations of
workers embezzling money from product sales by the company, as well as the practice of PHK on the
grounds of efficiency, based on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District
Court No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. The research method used is doctrinal research with a
statutory and case approach, then the data collection tool uses document study. The results of the analysisin
this thesis show that withholding compensation for PHK requires sufficient evidence of alleged violations
by workers, which in this case was not proven. Therefore, the panel of judges decided that the company was
obliged to fulfill the workers' termination compensation as aform of legal consequence of the
implementation of the termination. Therefore, to avoid legal uncertainty, the contribution of companiesin
drafting company regulations and the government in formulating comprehensive laws and regulationsis
required for protect workers compensation rights in the practice of PHK disputes.
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